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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana dilakukan pada bab II dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan asas netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten 

Humbang Hasundutan belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara. 

2. Selama masa pemilihan kepala daerah terdapat sebanyak 5 (lima) 

pelanggaran terkait netralitas, adapun kelima pelanggar tersebut 

adalah Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Bidang, Kepala Seksi, 

Kepala Subbagian dan Kepala Sekolah.Bentuk pelanggarannya 

berupa mengkampanyekan pasangan calon  di media sosial 

facebook. 

3. Faktor yang menyebabkan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah: 

a. Mempertahankan Jabatan 

Motivasi mempertahankan jabatan atau posisi tertentu dalam 

tubuh birokrasi mengakibatkan seorang birokrat berpartisipasi 

secara aktif  dalam pilkada termasuk kampanye politik untuk 

memenangkan pasangan calon tertentu. seperti apa yang sudah 

dipaparkan sebelumnya bahwa pasangan calon tunggal yang 
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maju dalam pemilihan kepala daerah di Kab. Humbang 

Hasundutan merupakan calon petahana, sehingga dapat dilihat 

ketidaknetralan tersebut  dilakukan oleh oknum yang memiliki 

jabatan strategis di instansi pemerintahan daerah. 

b. Daerah Humbang Hasundutan yang Homogen 

Faktor homogenitas yang dimaksud terbentuk atas dasar 

keturunan yang sama secara biologis, pada konteks budaya 

terdapat hubungan sosial yang terbina karena berada dalam 

lingkup yang erat. Hubungan kekerabatan yang erat berdampak 

pada keinginan birokrat untuk berpihak pada salah satu pasangan 

calon tertentu. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka Penulis menyarankan: 

1. Untuk meminimalisir keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 

proses Pemilihan Kepala Daerah, perlu adanya pembinaan terhadap 

Pegawai Negeri Sipil, memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

kepada setiap Pegawai Negeri Sipil mengenai tugas, hak, kewajiban 

serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh Pegawai Negeri 

Sipil itu sendiri agar tercipta perangkat pemerintah yang profesional 

dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada masyarakat. Selain itu 

juga dengan adanya mekanisme penjatuhan sanksi dijatuhkan kepada 

ASN yang melakukan pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan 

netralitas. 
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2. Perlu ditingkatkannya peran aktif masyarakat dalam mengawasi 

jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah demi membantu 

tercapainya tugas BAWASLU dalam pengawasannya mengingat 

masyarakat memiliki hak untuk melaporkan segala bentuk tindakan 

kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
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